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a. bahwa setiap orang memiliki ak asal i untuk merawat dan 
menjaga kesehatannya dari peng h buruk asap rokok 
serta dengan memiliki kese : atan erupakan salah satu 
unsur kesejahteraan yang h+s di :~udkan sesuai dengan 
cita-cita bangsa Indonesia 8f bag · . ana dimaksud dalam 
Pancasila dan Undang-Undfulg da] ar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; J :1 

b. bahwa perilaku merokok dap pap .an asap rokok dapat 
mengakibatkan gangguan atau bahax a bagi kesehatan dan 
kualitas hidup sehingga diJerluk I upaya pengendalian 
dampak rokok terhadap !Jseha individu, keluarga, 
masyarakat dan lingkun~; Ii · :! 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 T841un 20 4 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Unq.a~g,,Nomor 7 tahun 2023 tentang 
Kesehatan, Pemerintah Daerah w 'dib menetapkan clan 
mengimplementasikan Kawar T pa Rokok di wilayah 
dengan Peraturan Daerah; I ' 

I 
I 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan s· bagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b aa1. huru .! c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang iasan T ' pa Rokok; 

:: ~===~::~619;:::g-1:3dan: : ~ :::~ :: 
Pembentukan Kota Bau-BaJ (Lemb an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 1 No:t11or 93,·! Tambahan Lembaran 

I I 
Negara Republik Indonesia T un 40 ,1); · I :i 

3. Undang-Undang Nomor f3 T ', un 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran N gara Tahun Republik 
Indonesia Tahun 2014 INorrior 244 l Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia N~mor 5 87); sebagaimana telah 
diubah beberapa kali I te '. ir d I ngan Undang-Undang 

: ii 

TENTANG 

KAWASANTANPAROK°IK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 

WALI KOTA BAUBAU, 

,' 

PRovntsr SULAWESI TENJARA !I 

PERATURAN DAERAH KOTA 
1lUBAU!1 

NOMOR 't TAHUN .l0~5' 

I 

WALI KOTA BAUBAU 

Mengingat 

Menimbang 
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Pasal 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dl' ; aksud 
1. Daerah adalah Kata Baubau. ' 
2. Pemerintah Daerah adalah Peme · tah D erah Kota Baubau. 
3. W ali Kota adalah W ali Kata Baub I u. 

I I 4. Perangkat Daerah adalah unsur emban u Kepala Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Da rah d am penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menj 'di kewe angan daerah. 

5. Kawasan Tanpa Rokok yang seIJijutnya disingkat KTR adalah 
ruangan atau area yang dinya dil ang untuk merokok, 
kegiatan memproduksi, menju · l, men 1 iklankan, dan/ atau 
mempromosikan produk tembak ~ lainny a. 

I 

6. Rokok adalah basil olahan tern akau t rbungkus termasuk 
cerutu atau bentuk lainnya y I g diha silkan dari tanaman 
Nicotiana Tabacum, Nicotiana ~tica, · an spesies lainnya 
atau sintetisnya termasuk shis 

I 
rokol elektronik, produk 

tembakau yang dipanaskan an b ' tuk lainnya yang 
mengandung nikotin dan tar 

11dengan 

atau tanpa bahan 
tarnbahan. ' 

7. Merokok adalah kegiatan :~~lbakar dan/atau menghisap 
rokok, , j 

8. Tempat Khusus Merokok ad temp· t yang diperuntukan 
khusus untuk kegiatan merokok. j 

9. Zat adiktif adalah bahan ! yan meny babkan adiksi a tau 
ketergantungan yang memb I ayak kesehatan dengan 
ditandai perubahan perilaku, ko I itif, d I fenomena fisiologis, 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KA 'ASAN ·ANPA ROKOK. 

BAB I I 
KETENTUAN U. UM 

I 

MEMUTUSKAN : 

Nornor 6 Tahun 2023 te · tang enetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang [Undan Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjad~ Und g-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia I Tah , 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran N gara Indonesia 
Nomor 6856); ii 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20 3 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun Republik I donesia Tahun 2023 
Nomor 105, Tambahan Lembaran Neg. a Republik: Indonesia 
Nomor 6887); I 

5. Peraturan Pemerintah Nom9r 28 : . ahun 2024 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Und,~g-Und .. g Nomor 17 tahun 
2023 ten tang Kesehatan ~mbar. Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia No I or 695, ). 
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ii 
keinginan kuat untuk mengonsumsi b an tersebut, kesulitan 
dalam mengendalikan penggunaannya, emberi prioritas pada 
penggunaan bahan tersebut( daripl da kegiatan lain, 
meningkatnya toleransi dan tlapat enyebabkan keadaan 
gejala putus zat. ± 

10. Produk tembakau adalah s · atu . roduk yang secara 
keseluruhan atau sebagian t rbuat ri daun tembakau 
sebagai bahan bak:unya yang di6lah un digunakan dengan 
cara. dibakar, dihisap, dan dihirup atau d' nyah. 

11. Perokok aktif adalah setiap orang y g secara langsung 
menghisap a~p rokok dari rokotya yan, sedang dibakar. 

12. Perokok pasif adalah orang Jiang bu an perokok namun 
terpaksa menghisap atau menghiru . , asap rokok yang 
dikeluarkan oleh perokok. II I 

13. Produksi adalah kegiatan atau proses '.enyiapkan, mengolah, 
membuat, .menghasilkan, me1gemas, I mengemas kembali 
dan/ atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok. 

14. Promosi produk tembakau adalkh. kegi1 tan pengenalan atau 
penyebarluasan infonnasi sua{u prod tembakau untuk 
menarik minat beli konsumen te1hadap 

I 
roduk tembakau yang 

akan dan sedang diperdagangkaif.. 
15. Sponsor produk tembakau adalah seg a bentuk kontribusi 

langsung atau tidak langsung, d . bentuk dana atau 
lainnya, dalam berbagai kegiatari yang ·, akukan oleh lembaga 
atau perorangan dengan tujiran m mpengaruhi melalui I I 

promosi produk tembakau ata.u lfnggun produk tembakau. 
16. Fasilitas pelayanan kesehatan l~dalah suatu alat dan/atau 

tempat yang digunakan un~k men elenggarakan upaya 
pelayanan kesehatan, baik prom ,'. tif, pre entif kuratif, maupun 
rehabilitatif yang dilakukan leh pe erintah, Pemerintah 
Daerah, dan/ atau masyarakat. l \ 

17. Tempat kerja adalah tiap ruang atau pangan tertutup atau 
terbuka, bergerak atau tetap dimana ten · ga kerja bekerja, atau 
yang sering dimasuki tenaga *erja u · tuk keperluan suatu 
usaha dan dimana terdapat sumber .atau sumber-sumber 
bahaya. 

1 
Ii 

18. Tempat proses belajar mengajar Jdalah s dung yang digunakan 
untuk kegiatan belajar, men~ajar, endidikan dan/atau 
pelatihan. I. 

19. Tempat bermain dan/atau tempat berku pul anak adalah area 
!di I tukk. tertut~p maupun terbuka yanf igu . un egiatan 

bermain anak-anak. ii , 
20. Tempat ibadah adalab bangunf.1 atau, ruang tertutup yang 

memiliki ciri-ciri tertentu ~ang 1! khusu · dipergunakan untuk 
beribadah bagi para. pemeluk fasing-,, sing agama secara 
permanen, tidak tennasuk tempjt ibad ., keluarga. 

21. Angkutan umum adalah alat gkutan bagi masyarakat yang 
dapat berupa kendaraan darat, ir dan U:, ara. 

I I I ' 
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(1) Peraturan Daerah ini bertujuan : ntuk: 
a. melindungi kesehatan masyarakat d, · dampak buruk asap 

rokok; dan : Ii :: 
b. menciptakan lingkungan h11clup y ; g bersih, sehat, dan 

bebas dari asap rokok di Kota Bauba . 
(2) Sasaran Peraturan Daerah mi adalah: 1 

a. pencegahan dan pengurangan ris 
I 

o kesehatan akibat 
paparan asap rokok, terutam bagi n n-perokok, anak-anak, 
dan kelompok rentan; 1 

j 
I 

i 
Tujuan, Sasaran, d · Ruang. ingkup 

; 

I i 

22. Tempat umum adalah semua tempat :ltertutup yang dapat 
diakses oleh masyarakat umum dan/a · u tempat yang dapat 
dimanfaatkan bersama-sama un k keg( tan masyarakat yang 
dikelola oleh pemerintah, swasta, dan ; ' ~arakat. 

23. Sarana olahraga adalah tem:wat y 'g digunakan untuk 
menyelenggarakan kegiatan olah aga. I 

24. Tempat lainnya yang ditetapk ad ah tempat terbuka 
dan/ atau tertutup yang dapat dimanfi1 atkan bersama-sama 
untuk kegiatan masyarakat. .1 

25. Setiap orang adalah orang perseorangan tau badan, baik yang 
berbentuk badan hukum maupuh tidak }erbadan hukum. 

26. Badan adalah sekumpulan obng d',n/atau modal yang I , 
merupakankesatuan, baik yan!f me 

I 
usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang melip1 · ti perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lamn)l, badan usaha milik 
negara atau daerah dengan n~a dan 'alam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik) atau o ganisasi yang sejenis, 
lembaga dana pensiun, bentu~ usah I tetap, serta bentuk 
badan lainnya. I i; 

27. Pimpinan badan, yang selanjutya dis11but pirnpinan adalah 
pengelola, manajer, pimpinan, Pf nan . ng jawab, dan pemilik 
pada KTR yang d.iatur dalam Peraturan aerah ini. 

28. Kesehatan adalah keadaan seliat ba.ikl secara fisik, mental, 
sosial dan budaya yang memu~gkin setiap orang untuk 
hidup produktif secara sosial ::t· ekono 11 

•• 
I I' 29. Tempat atau gedung tertutup a alah te pat atau ruang yang 

di°:tup oleh atap. dan/ a~u dit.ata~i o eh satu dinding atau 
lebih terlepas dan material' yang digu an dengan struktur 
pennanen atau sementara. : i'~ : 

30. Pengelola, pimpinan darr/ata i penanggung jawab gedung 
adalah orang dan/ atau badan ~ m y g karena jabatannya 
memimpin dan/atau beijtanggung j wab atas kegiatan 
dan/atau usaha di tempat atau ka 11 san yang ditetapkan 
sebagai kawasan tanpa rokok, fuaik · pemerintah maupun 
swasta. 
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Pasal 
(1) KTR sebagaimana dimaksud d am Pas 3 ayat (1) huruf a, 

sampai dengan huruf e, dilaran I menye:' iakan tempat khusus 
I I ' untuk merokok dan merup KTR ang bebas dari asap 

rokok hingga batas terluar. ! I · 1 

(2) KTR sebagaimana dimaksu~ dal Pa · 3 ayat {l) huruf f dan 
huruf g adalah seluruh gedung! tertutu] sampai kucuran air 
dari atap paling luar, dan taji II menye : iakan ternpat khusus 
untuk merokok. 

I 

I 
KTR 

I 
I 

PENETAP 
I 

Bagian Ke~tu 
~TR I 

Pasal i 
(1) KTR meliputi: I 

a. fasilitas pelayanan kesehatan; I 
b. tempat proses belajar-mertgaj ; 

I c. tempat anak bermain; 
d. tempat ibadah; 
e. angkutan umum; 
f. sarana olahraga; 
g. tempat kerja; 
~· tempat u1:1um; d~ 

1 
, 'I . 

1. tempat lam yang ditetapkan dengan K putusan Wah Kota. 
I II 'I (2) Pengelola, penyelenggara ' atau per anggungjawab KTR 

sebagaimana dimaksud pada ay~~ {1) wajib menerapkan KTR. 
(3} Pengelola, penyelenggara atau p: nan .· ngjawab tempat kerja 

dan tempat umum yang diteta] kan s :.bagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf f dan huru' g waji ,: menyediakan ternpat 

I 11 

khusus untuk merokok. I 
i 

b. pemenuhan kewajiban h i m be, asarkan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi1 dan 

c. peningkatan kesadaran masyarakat I ntang bahaya rokok 
guna mendorong gaya hidup b~bas roki k. 

d. Ruang lingkup pengaturan dhlam P. raturan Daerah ini 
meliputi: I II I 

a. tanggungjawab Pemerintah Daerah; , 
b. KTR; I 1'. 

c. pengendalian iklan produk ternbakauj] 
d. satuan tugas penegakan KTR; Ii 
e. larangan; 
f. peran serta masyarakat; 
g. pendanaan; 
h. pembinaan dan pengawasan; 
i. ketentuan penyidikan;dan 
j. ketentuan pidana. 



am Pasal 3 ayat ( 1) 

' 1, 

I ,. 

a dimaksud dalam 
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I 

Pa'.sal 
Angkutan umum sebagairnana :dim i 

huruf e meliputi: , : 
a. bus umum termasuk bus antar k ta; 
b. angkutan umum; 

a. sekolah; 
b. perguruan tinggi; 
c. balai pendidikan dan pelatihan; 
d. balai latihan kerja; 
e. tempat bimbingan belajar; dan 
f. tempat kursus. 

c. poliklinik; 
d. puskesmas; 
e. balai pengobatan; 

Pasal Ii 
Tempat anak bermain sebagaimana imaks d dalam Pasal 3 ayat 
(1) huruf c meliputi: I i· 

a. area bermain anak; I: 

b. tempat penitipan anak; I 
c. gedung pendidikan anak usia 

1clini;j 
d. gedung taman kanak-kanak; dan l 
e. tarnan terbuka yang terdapat fasiliJ._: s an -anak. 

Pasal I 
Tern pat ibadah sebagimana dimaks ~ dala.m. Pasal 3 ayat ( 1) huruf 
d meliputi: I 
a. mesjid/mushola; I 
b. gereja; 
c. pura; 
d. vihara; dan 
e. klenteng. 

f. posyandu; 
g. tempat praktek kesehatan swastar, an 
h. apotek. 

Pasal I . 
Tempat proses belajar mengajar sebagairn] 
Pasal 3 ayat (1) hurufb meliputi: 

Pasal I 
Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana . , aksud dalam Pasal 
3 ayat (1) huruf a meliputi: ' 
a. rumah sakit; 
b. rumah bersalin; 

' 



I ,,. 

!, 

d am Pasal 3 ayat (1) 

I 
r' 
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Tanda dilarang merokok berbentuk: 
a. suara; dan 
b. tulisan disertai gambar. 

c. industri; dan 
d. mal pelayanan publik. 

b. perkantoran swasta; 

I 
Pasal 1 

c. bus angkutan anak sekolah; 
d. bus angkutan kmyawan; dan 
e. angkutan peraira.n/laut. 

Tempat umum sebagaimana dim 
I hurufh meliputi: 

a. pasar modem; 
b. pasar tradisional; 
c. tempat wisata; 
d. hotel dan restoran/tempat makan 
e. tempat rekreasi; 
f. tempat hiburan; 
g. halte; 
h. terminal angkutan umum; dart 
i. pelabuhan dan bandar udara.! 

1 Bagian Ktj:tua I 
Tanda n~JIMeroko 

Pasal 11 

I 

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam · asal 3 ayat (1) huruf 
g meliputi: i 
a. perkantoran pemerintah baik sipil I TNI m I pun Polri; 

I 
I 

I Pasal 1w. 
Sarana olahraga sebagaimana dimaksud d am Pasa.l 3 ayat ( 1} 
huruf f rneliputi: 
a. lapangan olahraga; 
b. gedung olahraga; 
c. stadion; 
d. kolam renang; 
e. fitness dan gym center;dan 
f fasilitas olahraga lainnya. 
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Pasal lfl · 
( 1) Setiap pirnpinan wajib memasang tanda. larangan merokok di 

KTR yang menjadi tanggung jaw~bnya. 1. 
I I 

(2) Tanda larangan merokok dite '. pa . pada pintu masuk 
utama/gerbang/pintu masuk bangun ··. /gedung, dan pintu 
pada ruang. I 

(3} Letak tanda larangan merokok sebagai ana dirnaksud pada 
ayat (2) berada pada loka~i/t I pat-te pat yang strategis, 
mudah dilihat, dan mudah terba 1a I 

I I ilaku baik (4) Peletakan tanda larangan me kok dt pat d kan 
secara permanen maupun ! tidak · perrnanen dengan 
ditempel/ diletakkan pada dinclin 

I 

I 
Pasal 11 ·1 

(1) Tanda dilarang rnerokok berbentuk · suara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 huruf ll, melip [ti: 
a. pengumuman melalui pengeras suara; 
b. rekaman yang telah clipersiapkhn;dan/. tau 
c. bentuk s~ara lain yang meiginga ~ orang agar tidak 

merokok di KTR. ! 1 

(2) Tanda dilarang merokok be bentuk :i suara sebagairnana 
dirnaksud pada Ayat (1) menyampaikan p san, meliputi: 
a. bahaya merokok bagi kesehatail; ! 

I , 
b. dasa.r hukum pemberlakuan Kf R; dan · 
c. sanksi administratifyang dike1akan. :'. 

Pasal 1k , 
( 1} Tanda dilarang merokok berben~uk tuli :! n dan/ atau gambar 

sebagaimana dimaksud dalaml Pasal '13 huruf b wajib 
memenuhi standar teknis, meliputi: 1· 

a. terdapat gambar rokok, vape.sisha.d / atau bentuk rokok 
lainya masing-rnasing diletakkan dal lingkaran merah 
yang disilang; j; 

b. dasar hukum pemberlakuan 4R; 
c. mencantumkan logo Daerah; ; 
d. mencantumkan sanksi yang di; enak 
e. mencantumkan layanan pengaduan 
f. font arial dengan ukuran p~ing re, dah 28 (dua puluh 

delapan); 1 

g. warna dasar putih; dan :1 
I 

h. dapat mencantumkan logo baga engan besaran tidak 
melebihi logo Daerah. j I 

(2) Tanda dilarang merokok sebagai ana · aksud pada Ayat ( 1), 
tercantum dalam Lampiran yabg me pakan bagian yang 

I .I 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, · · 

I . 
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Pasal 1 
(1) Setiap orang dilarang merokok di :KTR. 
(2} Setiap orang/badan dilarang me gild , mempromosikan, 

memberikan sponsor, menjual, tlan/ a ,u membeli rokok di 
KTR. : I 

(3) Larangan menjual dan membeli sebagai ana dimaksud pada 
ayat (2) dikecualikan untuk: temiat um m yang memiliki ijin 
untuk menjual rokok, 1 

BABI I 
KEWAJIBAN DAN ARAN 

I 
Pasal 1 1 

Pemerintah Daerah berkewajib1in r.l' be · ggungjawab untuk 
I I I melaksanakan penetapan dan pener pan KT dalam bentuk: 

a. mengumpulkan data dan informas'- ten tan 
I 

KTR didaerah; 
b. melakukan edukasi tentang b~ay: rokok agi masyarakat; 
c. melakukan sosialisasi peraturan perun ' g-undangan yang 

berkaitan dengan KTR; dan J : 

d. melakukan pemantauan dan hadap pelaksanaan 
KTR 

I 

B . I KI. agian et ga 
Tempat Khusus un uk Mer kok 

!: 
Pasal lf , 

{1) Tempat khusus untuk merokok tau smoking area 
sebagaimana climaksud ~ Pasal 3 ayat (3), harus 
memenuhi ketentuan sebagai benkut: : 
a. berupa ruang terbuka ataJ, ruan 11 yang berhubungan 

langsung dengan udara l~ar se . gga udara dapat 
bersirkulasi dengan baik; I ,: 

b. terpisah dari gedung/tempat/ruang u a dan/atau ruang 
lain yang digunakan untuk beiaktivita 

1 

; 

c. jauh dari pintu masuk dan/atiu pintu keluar; 
c. jauh dari tempat orang berlalullalang; ; 
d. dilengkapi dengan asbak atau :tempat 11 embuangan abu dan 

puntungrokok; · 
e. dilengkapi dengan data dan iriformasi' bahaya merokok bagi 

kesehatan; I . 
f. diberi tanda/ simbol tempat khusus I untuk merokok atau 

smoking area. I 
(2) Tempat khusus untuk merokok atau s oking area terlarang 

bagi orang di bawah usia · 21 °dua p 1 luh satu) tahun dan 
perempuan ha.mil. 1 
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Setiap pimpinan, pengelola ata ! pen ggung jawab yang 
melanggar ketentuan sebagaimana dimak1 ud dalam Pasal 20 
dikenai sanksi administratif berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. penghentian sementara kegiatan; an/ ata . 

d. pencabutan izin usaha. BAB 

1~! ;, 
PEMBINAAN DAN PENGAW , SAN 

Bagiah K+tu .. 
Pembinaan 

J, 

Pasal 2j2 
( 1) Wall Kota melakukan pembinaan dan engawasan terhadap 

penyelenggaraan KTR di Daerah. ,1 
(2) Pembinaan dan pengawasan ~ebar' aiman dimaksud pada Ayat 

(1) dilakukan meliputi: I ·:I 
a. penyebarluasan informasi dan sosi . lisasi melalui media 

cetak elektronik; l I 

b. mengkoordinasikan dengan , seluru instansi, elemen 
organisasi masyarakat, kalan I an pe ; didikan, tokoh-tokoh 
masyarakat dan tokoh-tokoh agama; : 

I 

c. memotivasi dan membanf.n . isipasi, prakarsa 
masyarakat untuk hidup/ seh: t tanp: asap rokok dengan 
melakukan kampanye KTR; : 

d. merumuskan kebijakan-kebija.kan ang terkait dengan 
perlindungan masyarakat dari I ap ' asap rokok; 

. I 

I 

I 

(4) Setiap orang, lembaga, dan/ atau Badan ukum yang menjual 
rokok pada KTR dilarang me ajang I tau memperlihatkan 
secara jelas jenis dan prod:::t yang i iperdagangkan. 

::!~:~:!:;::~n::::r: pa/ :ab fasilitas KTR 

b. melarang semua orang yang merolk pad ! KTR; I , 
c. menyediakan tempat khusus untuk . rokok pada tempat 

umum dan tempat kerja yang ditetapkan si bagai KTR; 
d. memasang tanda-tanda dilarang 1erokok '.1 ada KTR. 
e. melakukan pendidikan tentang bahaya r 1kok bagi masyarakat; 

dan ) I: 

f. melakukan sosialisasi Peratur:l, 
berkaitan dengan KTR. 

Pasal 2 
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I 

I 
e. bekerja sama dengan badan- adan lembaga-lembaga 

I 

nasional maupun internasioial dal upaya melindungi 
masyarakat dari paparan asap [1-okok; 

f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan R; dan 
g. pemberian penghargaan kepad~ pimp' an lembaga dan/atau 

badan yang berhasil mengimplf mentas KTR. 

Bagian K4dua I, 
Koordinasi I ,_ 
Pasal 23 

(1) Wall Kota melakukan koordinI1si deng. seluruh lembaga 
pemerintah dan non pemerintah. 

(2} Koordinasi sebagaimana dimaks d pad I ayat (1) mencakup 
pengaturan dan pelaksanaan, t 

Bagian Ke~ga 
Pengawasan . 

Pasal 2 J 
(1) Pengawasan KTR dilaksanakan 61eh pe angkat Daerah yang 

mempunyai tugas pokok dan rkgsi s suai dengan tempat 
yang dinyatakan sebagai KTR. !! , 

(2) Perangkat Daerah sebagaimana ~imaksu pada ayat (1) terdiri 
aari: 11 

a. Perangkat Daerah pokok dan ~gsiny di bidang kesehatan 
melakukan pembinaan . ter adap fasilitas pelayanan 
kesehatan; I 

b. Perangkat Daerah yang tug s pokok dan fungsinya di 
I 

bidang pendidikan melaku P. mbinaan terhadap 
lingkungan tempat proses belajar-m ngajar dan tempat 
bermain dan/ atau berkumpulnya an -1 anak; 

c. Perangkat Daerah yang tugrl~ poko1. dan fungsinya di 
bidang sosial melakukan 1mbina · terhadap tempat 
ibadah; I 

d. Perangkat Daerah yang tug dan ' ngsinya di bidang 
perhubungan melakukan pet· binaan , terhadap angkutan 
umum; . 

e. Perangkat Daerah yang tug~1s poko] dan fungsinya di 
bidang ketenagakerjaan melaku pembinaan dan 
pengawasan tempat kerja; II 

f. Perangkat Daerah yang tug~s poko] dan fungsinya di 
bidang pariwisata dan ~ida.rlg perh bungan melakukan 
pembinaan dan pengawasan tef pat um; dan 

g. Perangkat Daerah yang tug,s poko dan fungsinya di 
bidang ketertiban umurn I elaku pembinaan dan 

I I pengawasan seluruh KTR . 
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; 

(3) Pengawasan sebagaimana yan~ dim isud pada Ayat (1) 
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, ' 

(4) Hasil pengawasan sebagaiman* dim sud pada Ayat (3) 
dilaporkan kepada Wall Kota seti~p 3 (tig ) bulan. 

BABVI 
SATUAN TUGAS PFlNEGAK KTR 

!1 
Pasal 25 

(1) Untuk rnelaksanakan pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud dalam PJsaI 24, ali Kota membentuk 
Satuan Tugas Penegak KTR. j I 

(2) Satuan Tugas Penegak KTR mi:mpuny :.· kewenangan untuk 
memasuki KTR baik siang maufun . selama jam kerja 
maupun di luar jam kerja u[tuk rm lakukan pembinaan 
pelaksanaan !CTR. 1 

(3) Dalam melaksanakan kewenangan se ,. agaimana dimaksud 
pada ayat (1) fun berkoordinaI1i deng .· pimpinan lembaga 
dan/atau badan. r 

i" 

Pasal 2 · 
( 1} Satuan Tugas Penegak KTR sJbag . dimaksud dalam 

Pasal 25 ayat (1) terdiri dari ~erangk · t Daerah yang yang 
mempunyai tugas pokok dan fungsi . suai dengan tempat 
yang dinyatakan sebagai KTR. I ·, 

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksu pada ayat ( 1) terdiri 
dari: j: I 
a. Perangkat Daerah yang meny,lengg · urusan dibidang 

kesehatan· 1 , I 
b. Perangkat Daerah yang menyelenggar kan urusan dibidang 

pendidikan; ' II 
c. Perangkat Daerah yang menyelengg I urusan dibidang 

sosial; ; 
. I d. Perangkat Daerah yang meny lengg urusan dibidang 

I 
perhubungan; · 

I . 
e. Perangkat Daerah yang meny ~enggar . urusan dibidang 

ketenagakerjaan; I , 
I i 

f. Per:m~a.t Daerah yang meny,~enggar~·. 
pariwisata; I , 

g. Perangkat Daerah yang menyelenggar . 
ketertiban umum. j1 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebag ln ana dimaksud pada 
Ayat (1) dikoordinasikan oleh Se1*-etaris · aerah. 

(4) Hasil pembinaan dan pengawisan se agaimana dimaksud 
pada Ayat (1) dilaporkan ~ark berka a kepada Wali Kata 
setiap 3 {tiga) bulan. , jj I 

{5) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimr a dimaksud dalam 
Pasal 25 Ayat (1) ditetapkan den an Kep "tusan Wali Kota. 

I I I 
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BAB . I 
KETENTUAN PE'"'~'"'"~~? 

I 
Pasa.12 Ii 

(I) Penyidik Pegawai Negeri Si I il (PP1 S} di lingkungan 
Pemerintahan Daerah diberi I wewe · ang melaksanakan 

(2) 5~~:!:::=c::e: .. ~:):::::ruam 
a. melakukan pemeriksaan a~s kebe1 aran laporan serta 

keterangan tentang pelanggaran keten uan KTR; 
' 11 : 

b. melakukan pemeriksaan' te ihadap .Jorang yang diduga 
melakukan pelanggaran keten uan KT, ; 

I 

c. meminta keterangan dan bahan :,1 bukti dari orang 
I I ,I sehubungan dengan pelan kete tuan KTR; 

I ; 

BAB VI 
PENDAN,KTR 

Pasal 28 ii 
Biaya penataan dan pengelolaan KTJ hers iber dari: .._I .I 

a. Anggaran lembaga dan/ atau b. ad~ pada I TR; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanj Negara, 
c. Anggaran Pendapatan dan Belanj I Daerah · dan 
d. Sumber-sumber keuangan lain yFg I I serta tidak mengikat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perun ang-undangan. 

menyebarluaskan · informasi berkenaan 
I 

masyar at d · penataan dan 

I 

d. memberitahu pemilik, =: dan P, nanggungjawab KTR 
jika terjadi pelanggaran; dan I 

e. melaporkan kepada pejab t berv enang jika terjadi 
pelanggaran. 

(2) Pemerintah Daerah 
dengan partisipasi 
pengelolaan KTR. 

T 

I 

BAB VI1 ! 
PERAN SERTA MA'.SY 

I 
Pasal 21 (1) Masyarakat dapat: I 

a. memberi , saran, pendapat, ~ pe ikiran, usulan dan 
pertimbangan berkenaan dengan i pemantauan dan 
pelaksanaan kebijakan KTR; / 

b. berpartisipasi dalam pemberian . bimbingan dalam 
I penyuluhan serta penyebarluasan I informasi kepada 

masyarakat tentang KTR; !1 

c. mengingatkan atau menegur erokok iuntuk tidak merokok 
di KTR; 
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BAB IX 
KETENTUAN ~IDANA 

I 
Pasal 3d ' 

(1) Setiap orang yang merokok Ji tern · i' t atau area yang 
dinyatakan sebagai KTR sebagaimana di aksud dalam Pasal 
19 ayat (1), dipidana dengan pidba ·1 gan paling lama 3 
(tiga) hari dan/ata.u denda sel:1ang- ; gnya Rp.500.000,- 
(lima ratus ribu rupiah). , 

{2) Setiap orang yang mempromo · , me giklankan, menjual, 
dan/atau membeli rokok di tempat 'ea yang dinyata.kan 
sebagai KTR sebagaimana dimaicb~d dal Pasal 19 ayat (2), 
dipidana dengan pidana kurungk palin lama 7 {tujuh) hari 
dan/atau denda paling sebanydk-bany ya Rp.1.000.000,- 
(satu juta rupiah). ~ · 

(3) Setiap pengelola KTR yang ti ak me kan pengawasan 
internal, membiarkan orang m rokok, i • dak menyingkirkan 
asbak atau sejenisnya, dan tidak me asang tanda-ta.nda 
dilarang merokok ditempat atau*ea y , dinyatakan sebagai 
KTR sebagaimana dimaksud dal : PasaJJ 20, dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (lima elas) hari dan/ atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000. ' 0,- {lima puluh juta 
rupiah). i 

(4) Tindak pidana sebagaimana dim sud p. da ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) adalah pelanggaran. 

(5} Denda sebagaimana dimaksud p ~a ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) disetorkan ke kas Daerah: I 

I 

I 
I 

d. melakukan pemeriksaan atas lurat d / atau dokumen lain 
I 

tentang pelanggaran ketentu~1 KTR; 
1 

e. melakukan pemeriksaan atau penyitaa bahan ata.u barang 
bukti dalam pelanggaran ketenfiuan Id ; 

f. meminta bantuan ahli dalam1 rangk pelaksanaan tugas 
penyidikan pelanggaran ketenthan K 

1; 

g. menghentikan penyidikan apl bila ti·. ak terdapat cukup 
bukti yang membuktikan ntang '. danya pelanggaran 
ketentuan KTR. 
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NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU. ROVINSI SULAWESI 
TENGGARA NOMOR: ( 3/58/2025) ' 

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ~NO '.oR .4 . 
l 

~ 
MEIZAT AMRIL TAMIM 

Diteta an di Baubau 
pada I ggal .. ~ ~ ~ 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU, NO. l~STANSI/U1: IT KER.JA PARAF 

(.~ 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal .» ~gz. ~ 

BABXI 
KETENTUAN P NUTUP 

Pasal 3! 
Peraturan Daerah ini mulai berlaJru Jada tan 

A . tah . 11 . ' kan d gar setiap orang menge umya, Dfemenn : pengun angan 
Peraturan Daerah ini dengan penernpatan] .. ya dalam Lembaran 
Daerah Wall Kota Baubau. 
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ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA Bi\UBAU . 
I 

NOMOR Jf TAHUN ·2't; 
TENT ANG 11 

KAWASAN TANPA ROKOr · .. 

I. UMUM ; 
Pencapaian kesejahteraan manusia mempersyara an terwujudnya dan 

terpeliharanya derajat kesehatan yang tin~, karen kesehatan menjadi 
komponen penting dari tercapainya kesejahteraan ersebut sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nofor 17: Tahun 2023 tentang . 
Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak a s kesehatan. Untuk 
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat j,ang se inggi-tingginya, maka 
negara berkewajiban menyelenggarakan upay~ keseha1! yang terpadu dan 
menyuluruh, baik yang berupa kegiatan pencegahan ' enyakit, peningkatan 
kesehatan, pengobatan penyakit, maupun pemulihan k.sehatan. 

Salah satu persoalan krusial dalam kerangka · 11 nyelenggaraan upaya 
kesehatan adalah berkaitan dengan pengama~an zat diktif terutama yang 
berkaitan dengan tembakau dan produk yang n;iengand: g tembakau (seperti 
rokok], Berbagai hasil penelitian menunjukkan pahwa 'sap rokok justru lebih 
berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat 'diktif y . g berupa tembakau 
dan produk yang mengandung tembakau (rokok] bu lah zat yang sama 
sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas meroko · juga bukan aktivitas 
yang sama sekali dilarang secara hukum. i ! 

Dalam kerangka pengakuan, perwujud . , dan erlindungan hak atas 
kesehatan dari warga negara, Article 8 of t1 Woi; Health Organization 
Framework Convention on Tobacco Control (FCr::), mel, takkan prinsip dasar 
pengaturan yang diutamakan bagi perlindun~an pe 11 kok pasif dari asap 
rokok orang lain (perokok aktif), dan pengurangan atai bahkan penghentian 
aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sini be~ di . tu sisi ada kewajiban 
negara untuk menetapkan kebijakan guna melindun · perokok pasif dari 
asap rokok orang lain dan yang dapat mendortng pen urangan atau bahkan 
penghentian aktivitas merokok dari perokok ' aktif. isisi yang lain, ada 
kewajiban perokok aktif untuk meghormati h · atas kesehatan orang lain 
yang tidak merokok, dengan cara mengupayakan ag asap rokoknya tidak 

I 
menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain (per kok pasif). 

Kewajiban negara dan kewajiban seseorang te .. sebut bertemu pada 
suatu titi.k, yang antara lainnya adalah pJda ups] a untuk membatasi 
aktivitas merokok seseorang. Dengan pembatasan ersebut maka masih 
terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merd~ok, da hak atas kesehatan 
orang lain tetap dapat terlindungi karena terbeli1as dari . sap rokok. 

Pembatasan inilah yang kemudian di kenhl melali · penetapan kawasan 
tanpa rokok. Dihubungkan dengan kewrijiban 'negara dalam soal 
perlindungan hak atas kesehatan warga negarFya, a pemerintah wajib 
menetapkan kawasan-kawasan tersebut di ~tas se · agai kawasan tanpa 
rokok. Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan, menegaskan bahwa Pemerintah d1 erah I ajib menetapkan dan 

,I PENJELASAN 

'j 
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Pasal 3 
Cukupjelas 

Pasal 4 
Cukupjelas 

Pasal 5 
Cukupjelas 

Ayat [2) 
Cukup jelas 

Ayat (3} 
Culrup jelas 

Hurufi 
Cukup jelas 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal l 

Cukupjelas 
Pasal 2 

Cukupjelas 
Pasal 3 

Ayat {l) 
Hurufa 

Cukup jelas 
Hurufb 

Cukupjelas 
Hurufc 

Cukup jelas 
Hurufd 

Cukupjelas 
Hurufe 

Cukupjelas 
Huruff 

Cukupjelas 
Hurufg 

Cukupjelas 
Hurufh 

"Tempat umum" mencakup rumah [kost/kontrakan yang 
dikelola secara komersial 

memgimplementasikan kawasan tanpa rokok d nya, 
Hingga saat ini, Kota Baubau belum ada Peratur Daerah yang secara 

khusus mengatur mengenai kawasan tanpa rok k, sehingga dengan 
dibentuknya Peraturan Daerah ten tang Kawa& Tan I a Rokok, yang secara 
tersirat merupakan perintah dari Undang-UJdang N mor 17 Tahun 2023 
tentang kesehatan, akan menjadi dasar bagi P~merin . Kata Baubau untuk 
melaksanakan hak konstitusiona1 warga regara 

I 
dibidang kesehatan. 

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peratur · Daerah ini meliputi: 
Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, Keirajiban dan Larangan, Peran 
serta Masyarakat, Pembinaan, PengawasanJ dan oordinasi Ketentuan 
Penyidikan, Ketentuan Pidana. 
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Cukupjelas 
Pasal 18 

Cukupjelas 
Pasal 19 

Cukupjelas 
Pasal 20 

Cukupjelas 
Pasal 21 

Cukupjelas 
Pasa.122 

Cukupjelas 
Pasal 23 

Cukupjelas 
Pasal 24 

Cukupjelas 
Pasal 25 

Cukupjelas 
Pasal 26 

Cukupjelas 
Pasal 27 

Cukup jelas 
Pasal 28 

Cukupjelas 
Pasal 29 

Cukupjelas 

Pasal 6 
Cukupjelas 

Pasal 7 
Cukupjelas 

Pasal 8 
Cukupjelas 

Pasal 9 
Cukupjelas 

Pasal 10 
Cukupjelas 

Pasa.111 
Cukupjelas 

Pasal 12 
Cukupjelas 

Pasal 13 
Cukupjelas 

Pasal 14 
Cukupjelas 

Pasal 15 
Cukupjelas 

Pasal 16 
Tanda smoking area harus ditempa sede ............. ., ~~ rupa agar tidak 
melemahkan efektivitas tanda larangan nierokok i 

Pasal 17 
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Pasal 30 
Cukupjelas 

Pasal 31 
Cukupjelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TA N 202' NOMOR .. ti 
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DILARANGJ 
IIJIEROKOK/VAPE i 

~ ' 

. 
UWASAN !' : 

DILAIIAN·G '. 
MEROj.KOK) 

NOSMOKIN 

CONTOH GAMBAR DILARANG M ROKO 
I 

r 

LAMPI~I ' 
PERATURA'.N DAE H KOTA BAUBAU 
NOMOR .4 TAHUN. t:2025 
TENTANG I I 


